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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Menimbang: a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran Penyusunan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah dl lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, diperlukan adanya suatu

sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang baik :

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: . .5.Q. TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

, ....,....~".'..
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421 );

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4026);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

11. PeraturanPemerintahNomor14 Tahun2005 tentangTata
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partal Polltlk (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4513);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Plnjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor4575);
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapa"n Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4612) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4855);



T

6

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212)

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
yang dipisahkan;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republlk Indonesia
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005
tentang Tata Cara Pengajuan Usul. Penelitian, Dan
Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan
Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
DalamNegeriNomor59Tahun2007;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;
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Pasal1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provlnsl adalah Provinsi Sumatera Salatan.
2. Pemerlntah Provlnsl adalah Pemerlntah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Wakll Gubemur adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja parangkat daerah di

lingkungan Pemarlntah Provinsi Sumatera Salatan yang terdiri dari Sakretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, selaku
pengguna anggaran dan pengguna barang.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut.

10. Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah, selanjutnya disingkat APSD
adalah Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menetapkan

33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Batrang Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah
Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diu bah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E).
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11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaranlpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
daerah.

13. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala
daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.

14. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala
Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya
disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APSD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

18. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

19. Kuaa. Bendehera Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK­
SKPD adalah pejabat yang melak.sanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan
bidang tugasnya.

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
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25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

27. Unit kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

28. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

29. Rekenlng Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Gubernur Sumatera Selatan untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Karja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh pengguna anggaran.

31. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

32. Penerlmaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
33. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
34. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.
35. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nllai kekayaan bersih.
36. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanla daerah.
37. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.
38. Pemblayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

danlatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

39. Sisa Leblh Perhltungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

40. Plnjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
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41. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undanganatauakiba! lainnyayangsah.

42. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerin!ah daerah
dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnyayang sah.

43. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukandana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

44. Investasl adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperti bunga, deviden, royalli, mantaat soslal dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerin!ah dalam rangka
pelayanankepadamasyarakat.

45. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber
dari penerimaandan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukupguna mendanaipelaksanaankegiatandalamsetiap periode.

46. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPO adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai
dasar penerbitanSPP.

47. Surat Permlntaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatanlbendaharapengeluaran untuk mengajukanpermintaan
pembayaran.

48. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Uang Persedlaan yang selanjutnya
disingkat SPP-UPadalahdokumenyang diajukanoleh bendaharapengeluaran
untuk permintaanuang muka kerja yang bersitat pengisian kembali (revolving)
yang tidak dapat dilakukandenganpembayaranlangsung.

49. Surat Perlntah Pembayaran (SPP)Gantl Uang Persediaan yang selanjutnya
dislngkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan
pengeluaran untuk permintaan pengganli uang persediaan yang tidak dapat
dilakukandengan pembayaranlangsung.

50. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Tambahan Uang Persediaan yang
selanjutnyadisingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guns
melaksanakan kegiatan SKPO yang bersifat mendesak dan tidak dapat
digunakanuntuk pembayaranlangsungdan uang persediaan.
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51. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung untuk pengadaan Barang dan
Jasa yang selanjutnyadisingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaranatau bendahara
pengeluaranpembantu untuk permintaanpembayaranlangsungkepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayarantertentu yang
dokumennyadisiapkanoleh PPTK.

52. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung untuk pembayaran Gaji dan
Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaranGaji dan
Tunjanganadalah dokumenyang diajukan oleh bendaharapengeluaranuntuk
permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima,
peruntukan,danwaktu pembayarantertentu.

53. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung PPKD yang selanjutnya
disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaranPPKD (Pejabat Pelaksana KeuanganDaerah) untuk permintaan
pembayaran atas transaksi-transaksiyang dilakukan PPKD dengan jumlah,
penerima,peruntukan,danwaktu pembayarantertentu.· -

54. Surat Perintah Membayar yang selanjutnyadisingkat SPM adalah dokumen
yang dlgunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaranuntuk penerbitanSura! PerintahPencairanDana (SP2D)atas baban
pengeluaranDokumenPelaksanaAnggaran - SatuanKerja PerangkatDaerah
(DPA-SKPD).

55. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitanSurat Perintah PencairanDana (SP2D)
atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja
PerangkatDaerah (DPA-SKPD)yang dipergunakan sebagai uang persediaan
untukmendanaikegiatan.

56. Surat Perlntah Membayar Ganti Uang Persedlaan yang selanjutnya
disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaranlkuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana
Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang dananya
dipergunakanuntukmenggantiuang persediaanyang telah dibelanjakan.

57. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persedlaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana
Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), karena kebutuhan
dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah
ditetapkansesuai dengan ketentuan.

,
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58. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbilan Surat Perinlah Peneairan Dana (SP2D) atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD)kepada pihak ketiga.

59. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP20 adalah
dokumen yang dlgunakan sebagai dasar pencairan dana yang dlterbitkan oleh
Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar
(SPM) yang telah diverifikasi.

60. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh alas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

61. Kerugian Daerah adalah kekurangan uanq, surat berharga. dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbualan melawan hukum balk
sengaja maupun lalai.

62. Badan Usaha Mink Daerah yang selanjutnya di singkat BUMO adalah badan
usaha yang sebaglan atau seluruh sahamnya dlkuasai oleh Pemerintah
Provinsi.

63. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya dislngkat BLUD adalah
SKPD/unil kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedlaan barang
dan/atau jasa yang dijual lanpa mengutamakan meneari keuntungan. dan
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prlnsip efisiensi dan
produktivitas.

64. Tim Anggaran Pemerlntah Daerah Provlnsl yang selanjutnya disingkat
TAPO adalah tim yang dibentuk dengan kepulusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai lugas menylapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

65. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan. belanja. dan pembiayaan serta
asumsl yang mendasarinya unluk periode 1 (satu) tahun.

66. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk seliap
program sebagai acuan dalam penyusunan Reneana Kerja dan Anggaran -
Satuan Kerla Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum disepakati dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

67. Reneana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan. rencana belanja program dan kegialan Saluan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
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Pasal4

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai acuan yang secara bertahap
dilaksanakan oleh Dinas/Badan/KantorlSatuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah

Provinsi.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 mellputi :

a. pelaksanaan APBD;
b. penatausahaan APBD; dan
c. akuntansi dan pelaporan;

Pasal3

Pasal2

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi sebagaimana
tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian tldak terpisahkan darl Peraturan
Gubemur ini.

68. Kinerja adalah keluaranlhasil dari kegiatan/program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

69. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasiona!.

70. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

71. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

72. Kegiatan adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dad sekumpulan tindakan pengerahaR sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebaga! masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2010 NOMOR : :??.. 2010 SERI..]!:

PI~fEKRETARIS DAERAH PROVINSI

(f- SUM TERASE~ATAN' J

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2010

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Septelober 2010

~BERNUR SUMATERA SELATAN. Q1....

AI/Ii ~ ,

Provinsi Sumatera Selatan.

pengundangan
Berita Daerah

mengetahuinya. memerintahkan

dengan penempatannya dalaminiPeraturan Gubernur
orangsetiapAgar

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala Peraturan Gubernur yang

mengatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan
perangkat aturan di bawahnya yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal5

 

GUBERNUR SUMATERA SELATAAN 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
YUSRI EFFENDI 


